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ABSTRAK: Konsep maqgasid al-syari’ah Ibn ‘Asyor merupakan babak baru keilmuan metodologi
hukum Islam (usol al-figh), karena telah dikonstruk menjadi sebuah spesifikasil ilmu maqasid al-
syari’ah dipisahkan dari bahasan ilmu usal al-figh. Substansi isi dan materi bahasannya telah
mengakomodir dan menjamah berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik sosial, budaya,
ekonomi, hukum, dan termasuk aspek hukum keluarga. Gagasan, pemikiran, dan tawaran-
tawaran konsepsionalnya banyak menjadi rujukan para ilmuan, terutama mereka yang melakukan
pembaruan dan mengembangkan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Magqasid al-syari’ah, Hukum Keluarga Islam, 7bn ‘Asyor.

A. PENDAHULUAN

Teori magasid al-syari’ah dalam konteks pengembangan pemikiran hukum keluarga
Islam kontemporer dan metodologinya (usal al-figh) melintasi sejarah yang panjang. Fase
sejarah yang dilintasi teori ini memiliki watak dan ciri khas yang berbeda-beda di tangan
penggagas dan pengkonstruknya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa teori magasid al-
syari’ah mengalami evolusi dan dinamika sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan sosial
yang melingkupinya. Fakta sejarah memperlihatkan, konsep magqasid al-syari’ah sudah ada
sejak zaman keilmuan Islam mencapai keemasan, yaitu pada akhir abad 111 H. melalui karya-
karya para ulama klasik di zamannya. Hal ini terlihat seperti Al-Imam Abu ‘Abd Alldh
Muhammad bin ‘Ali al-Hakim al-Tirmizi, yang dikenal dengan Imam al-Tirmizi al-Hakim (w.

296 H/908 M) dengan karyanya di antaranya yang berjudul As-Salih wi Magasiduha, al-Hajj
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wad Asrarith, dan ‘Ilal al- ‘Ubidiyyah.* Abl Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M) dengan karyanya
Al-Ibdnah ‘an ‘llal al-Diniyyah. Juga AbQ Bakar al-Abhari (w. 375 H/985 M) yang menulis
buku tentang al-magddasid dengan judul: Méhésin al-Syari’ah. Abl Hasan al-‘Amiri (w. 381
H), ia dikenal sebagai seorang failusuf dan pemikir abad ke 4 yang inten mengkaji tentang
magqasid al-syari’ah melalui karyanya al-I’ldm Bimandqib al-Islam, dengan mengupas lima
nilai universal (al-k(lliyyah al-khams), atau lima prinsip dasar (dar(riyyah al-khams) yang
menjadi prinsip magasid al-syari’ah itu sendiri. Gagasan al-Amiri ini mengilhami al-Juwaini
yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain dengan karyanya al-Burhan fi Usal al-figh,?
dan masih banyak lagi ulama yang lainnya.® Al-Gazali (w. 505 H/1111 M) yang menulis buku:
(@) al-Mankhiil min Ta’ligat al-UsQl. (b) Syifa’ al-Galil fi Bayan as-Syabh wa al-Mukhil wa
Masalik al-Ta’lil. (c) al-Mustasfa min ‘Iim al-Us0l. la, dikenal sebagai Salah seorang murid al-
Juwaini yang mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya tentang maqgasid al-syari’ah
dalam kaitan dengan pembahasan munasabah al-maslahiyyah dalam qiyas, dan di dalam
pembahasan lain, ia menjelaskan dalam konteks al-istis/ah. Maslahah menurut al-Gazali adalah
memelihara maksud-maksud syara’ yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kelima nilai universal ini berada dalam skala prioritas yang berbeda satu sama lain jika dilihat
dari segi magasid-nya, yaitu ada yang terkategori darQriyyah (primer), hdjiyyat (sekunder), dan

tahsiniyyat (tersier).*

! Terdapat ragam penyebutan nama dalam beberapa literatur, ada yang menyebutnya dengan at-Tirmizi al-
Hakim, al-Imam at-Tirmizi al-Hakim, dan ada yang menyebutnya al-Hakim at-Tirmizi. Ragam penyebutan ini pada
dasarnya sama, yaitu subyeknya tidak lain adalah at-Tirmizi al-Hakim. Dalam hal ini meminjam istilah asy-Syatibl
“apalah arti sebuah nama (/@ masyahah fi al-istilah). Lihat, Ahmad al-Rais(ni, Nazarlyyah al-Magasid ‘Ind al-Imam
al-Syaribi (Bairut: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1415 H/1995 M), h. 40-42. Al-Imam Abi Abd Allah
Muhammad bin ‘Ali al-Hakim at-Tirmizi (selanjutnya ditulis al-Hakim at-Tirmiz1), Kitab Isbat al- ‘Ilal, Pen-tahqiq
Khalid Zahri, (ar-Rabat: Jam-iyyah Asdiqa’ al-Méaktabah al-Magrib, 2005), h. 14.

2Ahmad al-Raistini, Muhammad Husen, Muhammad Bakr Isma’il Habib, dan Jamil al-Din ‘Atiyah
memberikan pendapat yang agak berbeda tentang siapa yang pertama kali mengintrodusir konsep maqgésid al-syari’ah.
Mereka menyebutkan adalah al-Tirmizi al-Hakim. Istilah al-mag&sid banyak digunakan dalam karya-karyanya.
Setelah itu, al-magésid banyak dibahas oleh beberapa ulama berikutnya, seperti Abd Zaid al-Balkhi, Abld Mansir al-
Maturidi, dan lain-lain seperti yang telah disebutkan di atas. Sementara yang lainnya menyebutkan bahwa ulama yang
pertama sekali mengintrodusir konsep maqgasid asy-syari’ah adalah al-lmam al-Haramain Abd al-Ma’ali Abdul Méalik
bin Abdullah al-Juwaini (w. 478 H/1085 M). Lihat, Ahmad al-Raistini, Nazdriyyah al- Magasid..., h. 40. Al-Hakim
at-Tirmizi, Kitab Isbat al- Ilal, h. 28.

3 Al-Imam al-Haramain Ab( al-Ma’ali Abd al-Malik bin Abd Allah al-Juwaini, Al-Burhan fi UsGl al-Figh,
(Mesir: Dar al-Ansar, t.t.), Juz ke 2, h. 923.

4 Abli Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, Al-Mustasfd min ‘llm al-UsQl (Mesir:
Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Mattdhidah 1391 H/1971 M), h. 251. Al-Gazali, Syifa’ al-Galil fi Bayan al-Syibh
wa al-Mukhail wa Masalik al-7a /7l (Bagdad: Matba’ah al-Irsyad, 1971), h.160.
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Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa maqasid al-syari’ah sudah mulai menampakkan
bentuknya dengan terus berkembang hingga pada masa Abv Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) pada
abad VIII H/XIV M yang disebut sebagai bapak magasid al-syari’ah bagi para pakar magasid
al-syari’ah kontemporer.> Bahkan lebih jauh sebelum masa abad-abad itu, dalam praktik
penggalian hukum, para pakar metodologi hukum Islam menyebutkan bahwa Khalifah Umar
bin Khattab (w. 23 H) sering disebut sebagai penggagas konsep magasid al-syari’ah
dikarenakan kepakarannya mendialogkan antara wahyu (al-Qur’an dan sunnah) dan peradaban
(‘urf/’adah). Dialektika ini sangat intens karena wahyu bersifat l1ahi tetapi terbatas dari segi
jumlah, sedangkan peradaban bersifat manusiawi (wad i) tetapi selalu berkembang. Tindakan
Umar ini kemudian dikenal sebagai fikih Umar. Esensinya adalah bahwa agama diciptakan
demi kebaikan manusia, bukan kebaikan Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sampai
pada kesimpulan semacam itu, Umar melangkah dari maslahat khusus menuju maslahat umum
dan bergerak dari maslahat umum menuju maslahat khusus, yang menjadi landasan pendukung-
pendukung teori magasid al-syari’ah.?

Penilaian di atas terlihat logik dan rasional, bila dilihat dari segi pembentukan hukum
yang dibutuhkan untuk kepentingan sosial umat Islam pasca era Rasulullah Saw. (w. 632 M)
adalah era khalifah Umar bin Khattab. Grand theory maqgasid al-syari’ah asy-Syatibi yang telah
dikonstruknya ternyata tidak berjalan mulus karena kondisi umat Islam yang mengalami krisis
pemikiran hukum akibat jatuhnya kota Granada, wilayah umat Islam paling akhir di Andalusia,
Spanyol. Yudian Wéhyudi mengatakan bahwa setelah mengalami pengembangan puncak
melalui Imém asy-Syatibi, teori ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi
ilmiah dunia Islam pada umumnya.” Di antara faktor terjadi stagnasi ilmiah ketika itu, terlihat
Kitdb Jam’ al-Jawami’ bi Syarh al-Mahalli untuk rentang waktu beberapa abad, adalah satu-
satunya kitab usdl al-figh yang dipelajari di Universitas al-Azhar. Padahal, masih banyak kitab
us@l al-figh yang lain seperti al-lhkam fi Us0l al-Ahkam, oleh al-Amidi asy-Syafii, al-Tahrir,
oleh Kamél ad-Din bin al-Humam al-Hanafi, al-Manhaj, oleh al-Baidawi asy-Syafi'i,

Musallam as-Subiit, oleh Muhibb Allah bin ‘Abd asy-Syukiir al-Hanafi, dan lain-lain yang

5 Yosuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Magasid al-Syari’ah “ind Ibn Taimiyyah (Yordan: Dar an-Nafais, t.t.),
h. 95.

6 Yadian Wahy(di, Interfaith Dialog From the Perspective Islimic Law (Yogyakarta: Pesantren Nawesea
Press, 2011), h. 40.

"Y(dian Wahyddi , Ushul Figh versus..., h.44.
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penulisnya lebih baik dan terkenal.® Selain itu, ada persepsi lain yang mengemuka di lingkungan
sebagian pemikir hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas al-Azhar, yang
berpraduga bahwa kitab al-Muwéfagat dianggap sebagai kitab yang tidak bernilai dan hanya
berpola khizabi. Kalaupun ada konsep maslahat dalam kemasan magasid asy-syari’ah yang
ditawarkan dalam kitab tersebut, tidak lain pada dasarnya konsep maslahah mursalah yang
telah dikemukakan oleh ImamMalik, yaitu al-masalih al-darQriyyah, al-masalih al-hdjiyyat,
dan al-masalih al-tahsiniyyat.®

Kondisi ini memperlihatkan kebebasan berpikir para ulama nyaris menjadi hilang, mereka
enggan melakukan ijtihad melampaui para imam mazhabnya, mereka tidak sanggup menggali
langsung dari sumber aslinya (al-Qur’an dan sunnah), mereka lebih suka bertaklid dan
berpegang pada pendapat para imdm mazhabnya, kalaupun ada upaya-upaya untuk berijtihad
tidak lebih hanya sekedar mengkompromikan di antara berbagai pendapat (al-jam’ wa al-
tauqif), mentakhrij riwayat, dan mengeluarkan causa legis (‘illah al-ahkam), serta
menyelesaikan berbagai kasus hukum atas dasar penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh
para imam mazhabnya.'® Tegasnya, di era abad ini jiwa konformitas (rizh at-taqlid) benar-benar
telah menjadi dominan, sehingga umat Islam, dan sebagian ulama terkoptasi dengan
ta’assubiyah dan kemapanan keilmuan yang telah dihasilkan oleh para imam mazhabnya,
termasuk di dalamnya tentang metodologi pemahaman hukum Islam. Kehadiran al-Muwafagat
sebagai buku metodologi terkalahkan dengan buku metodologi lain yang telah mapan dan
menjadi pegangan umat Islam dan para ulama (Jam’ al-Jawami’). Padahal, seperti dikatakan
Muhammad ‘Ulwan bahwa seorang yang membaca al-Muwafagat sebagai buku metodologi
tentu akan menyadari, seakan-akan ia sedang membaca buku metodologi yang tampil beda dari
buku-buku metodologi yang lain, karena bukan sebagai buku metodologi yang terikat dengan
mazhab, atau karya hukum spesifik (al-far iyyah) yang biasa.!*

Seiring dengan perjalanan waktu, al-Muwafaqat baru mendapat perhatian intensif dari

para reformer pada abad XIX M. Setelah terjadi pembaruan di dunia Islam. Seperti seorang

8 Fahmi Muhammad ‘Ulwan, al-Qiyam ad-Daririyyah wa Magasid al-Tasyri’ al-1slamiyyah (Kairo: Al-Hai’ah
al-Misriyyah al-‘Ammabh, 1989), h. 16.

® 1hid.

10 Muhammad ‘Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami (Kairo: Maktadbah Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladuh,
t.t), h. 111-113.

1 “Ulwan, al-Qiyam ad-Darariyyah ..., h. 66.
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reformis Mesir, Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M), Rasyid Rida (w. 1935 M), dan para
pembaru yang lainnya hingga pada paruh pertama abad ke 20, muncullah seorang pemikir dari
Tunisia bernama Muhammah al-Tahir ibn ‘Asyvr (1297-1329 H/1879-1973 M) yang disebut
sebagai bapak magasid al-syari’ah kontemporer setelah al-Syatibi. la telah menggagas dan
menawarkan konsep baru magasid al-syari’ah dengan pendekatan baru yang disesuaikan
dengan realitas sosial era baru, kekinian, dan kemodernan. Gagasan dan tawaran-tawaran
konsepsionalnya ini didokumentasikan dalam sebuah karyanya Magasid al-Syari’ah al-
Islamiyyah.

Bertolak dari sekilas fakta sejarah muncul konsep magasid al-syari’ah, dinamika, dan
pengkodifikasian gagasan dan tawaran dari para pakar maqasid hingga masa muncul Ibn  Asyor
dengan seperangkat gagasan dan tawaran konsepsional magasid al-syari’ah-nya, maka tulisan
ini akan mencoba melihat dan mengkaji siapa Ibn ‘Asyvr itu, bagaimana kiprah aktifitas
intelektualnya, gagasan dan tawaran-tawaran konsepsional magasid al-syari’ah-nya, serta

bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.?

B. PEMBAHASAN
1. Sekilas Biografi Muhammad al-Tahir ibn ‘Asydr (selanjutnya ditulis Ibn ‘Asyvr)
Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyvr, dilahirkan pada di Tunisia,
Afrika Utara pada tahun 1296 H/1879 M. Bapaknya bernama Muhammad bin Muhammad
al-Tahir ibn ‘Asyor (w. 1284 H/1868 M), sedangkan ibunya bernama Fatimah binti
Muhammad al-‘Aziz Bv’asor (w. 1325 H/1907 M). Ibn ‘Asyvr terlahir dari keluarga ahli
ilmu yang dikenal dan terhormat, disebutkan dalam fakta sejarah kakek-kakeknya, seperti
al-syaikh Ahmad ibn ‘Asyor (w. 1255 H/1839 M), al-syaikh Muhammad bin ‘Asyvr (w.
1266 H/1849 M), dan Kakek dari nasab ibunya ini hidup dan hingga Muhammad al-Fadil
ibn *Asydr (w. 1390 H/1970 M).12
Pada usia enam tahun, ia belajar membaca, menulis, menghafal al-Qur’an, dan belajar
bahasa Perancis,*® di samping belajar gramatika ilmu alat (an-nahwu), ilmu figh, terutama

figh mazhab Maliki. Selama perjalanan mencari ilmu, ia banyak belajar kepada guru-guru

12 Muhammad Husain, ‘Ind al-Imam Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyor ..., h. 24-25.
13 Isma’il al-Hasani, Nazariyyah al-Magasidi ..., h. 80.
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terkenal dan dalam ilmunya, di antaranya al-syaikh Salim Abi Hajib, al-syaikh Umar bin al-
Syaikh, dan al-syaikh Muhammad an-Najar, juga belajar kepada al-syaikh Muhammad
Salih, al-syaikh Ahmad Jamal al-Din, al-syaikh Ahmad ibn Badar al-Kafi, dan Ahmad
Wanas al-Mahmudi, dan tentunya masih banyak lagi guru-guru yang lainnya.'*

Setelah banyak menimba berbagai cabang ilmu dasar, sejak dari tingkat awal
(ibtidaiyyah), tingkat lanjutan pertama (sanawiyyah), dan tingkat lanjutan atas (‘aliyah),
maka ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, masuklah ia ke Universitas terkenal yang
berada di Barat, Andalusia-Spanyol, yaitu Zaitunah (al-jami’ al-4’zam al-Zaitonah) pada
tahun 1310 H/1893 M. Setelah menyelesaikan kuliah dari perguruan tinggi ini, kemudian ia
banyak berkiprah ke dunia ilmu pengetahuan.

2. Konsep Magadsid al-Syari’ah Ibn ‘Asyvor

Konsep maqasid al-syari’ah setelah asy-Syatibi adalah dibahas dan disistematisir
kembali oleh Ibn ‘Asyir. Ia dikenal sebagai bapak maqgasid al-syari’ah kontemporer® yang
banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran maqgasid yang telah dirumuskan oleh asy-
Syatibi dengan model pembahasan baru yang dituangkan dalam karyanya Magésid al-
syari’ah al-Islamiyyah. Al-Ytbi mengatakan “saya tidak melihat setelah asy-Syatibi orang
yang membahas al-magasid dengan pembahasan yang bebas sampai datang Tbn ‘Asytr
dengan karyanya Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah, dan dialah yang melakukan dengan
pembahasan yang baru”.’® Dalam karyanya ini ia mengkritisi tentang kajian hukum Islam
(figh) yang hanya dikaitkan dengan usal al-figh dan kaidah-kaidah figh yang berorientasi
pada teks (al-Qur’an dan sunnah), dan tidak pada makna-makna di balik teks.

Menurutnya, mayoritas masalah usQl al-figh tidak merujuk pada aplikasi hikmah dan
maksud syari’ah (maqgasid al-syari’ah), tetapi berputar pada wilayah istinbat al-ahkam dari
lafaz-lafaz yang dinyatakan al-Syari’ dengan menggunakan kaidah-kaidah yang
memungkinkan orang yang menguasainya mencabut cabang-cabang dari lafaz-lafaz tersebut
untuk kemudian digunakan sebagai alasan tasyri’ (al-ba’s), maka sejumlah cabang itu

dianalogikan atas lafaz-lafazyang ada dengan diyakini, termasuk cabang-cabang tersebut

14 Ibid., h. 32.

5Yiisuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Maqasid al-Syari’ah ‘Ind Ibn Taimiyyah (Yordan: Dar an-Nafa’is li
an-Nasyr wa at-Tauzi’, t.t.), h. 95.

Al-Yiibi, Magasid al-Syari’ah al-Islamiyyah (Riyad: Dar al-Nahjarah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1418 H/1998
M), h. 70-71.
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dalam sifat yang diyakininya sebagai yang dimaksud oleh lafaz yang dinyatakan al-Syari’.
Sifat seperti inilah yang dinamakan dengan ‘illah.'’

Pandangan Ibn‘Asyfir tersebut dapat dipahami bahwa ia terlihat ingin merekonstruksi
sistem istinbat al-ahkam secara linier antara usQl al-figh sebagai metodologi yang harus
diaplikasikan menuju figh, kaidah-kaidah figh menjadi dasar operasional bangunan figh, dan
maqgasid al-syari’ah sebagai nilai-nilai, hikmah-hikmah, dan spirit yang memberikan
kontribusi pada figh secara langsung masuk dalam ranah istinbat hukum, tidak seperti selama
ini dikesankan bahwa maqasid al-syari’ah berada di luar konteks istinbat hukum, dan
bahkan dimasukkan dalam ranah filsafat hukum yang tidak bersentuhan langsung dengan
proses ijtihad dalam istinbar hukum. Oleh sebab itu, Abdul Majid as-Sagir mengatakan
bahwa telah terjadi krisis pengetahuan figh dan usal al-figh yang dalam, yang diikuti dengan
krisis pengetahuan secara umum. Krisis itu terjadi karena hilangnya spirit hukum Islam (rih
al-sydri’ah) dalam setiap kajiannya.®

Ibn ‘Asyir juga mengemukakan bahwa ia tidak melihat pokok-pokok atau dasar-dasar
tujuan syari’at (al-usQl al-magasidiyyah al-tasyri’iyyah) dalam usdl al-figh yang
mendatangkan kepastian, sebagaimana mereka berbuat dalam pokok-pokok agama (usal al-
din). Bahkan jarang sekali ditemukan kepastian itu seperti dengan menyebut lima nilai
universal (al-kulliyyat al-darariyyah), tapi justrumayoritas pengetahuan usdl al-figh hanya
menghasilkan asumsi-asumsi (mazninah). Untuk itu, ia tegaskan bahwa usQl al-figh
mendatangkan kepastian (qafiyyah).’® Pandangan Ibn ‘Asydr tersebut kelihatannya
memperkuat apa yang telah dikemukakan asy-Syatibi bahwa dalam mengambil sebuah
keputusan hukum itu harus mempertimbangkan usQl al-figh yang didasarkan pada
penonjolan universalitas dan holistik syari’ah (kQlliyyat al-sydri’ah). Berdasarkan penelitian
secara istigra’i, itulah yang dimaksudkan bahwa usGl al-figh mendatangkan kepastian
(qaz’iyyah), bukan ketidakpastian (zanniyyah).?® Begitu juga dalam memutuskan dan

menetapkan sebuah hukum yang bersumber dari dalil yang partikular (juz’i) sejatinya

Tbn “Asydr, Magasid al-Syari’ah, h. 4.

18 Abd al-Majid al-Sagir, al-Fikr al-Usiili wa Isykaliyyah as-Sultah al- ‘limiyyah fi al-Islam (BairGt: Dar al-
Muntakhab al-‘Arabi, 1415 H/1994 M), h. 482.

19 Ibn “Asyitir, Magasid al-Syari’ah, h. 6.

0 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, Juz ke 1, h. 10.
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didasarkan pada dasar-dasar yang universal dan holistik (gawa’id al-k(lliyyah). Hal itu
dimaksudkan untuk memelihara maqgasid al-syari’ah.?

Lebih lanjut, Ibn ‘Asyir mengemukakan gagasan sekaligus kritiknya, perlunya
maqasid al-syari’ah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Magésid al-syari’ah tidak
lagi hanya sebagai bagian dari obyek kajian usi/ al-figh, dan kumpulan konsepsi nilai yang
membungkus figh dan usz/ al-figh itu sendiri, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah
pendekatan.??> Gagasan ini di satu sisi terkesan pemikiran baru yang perlu dibangun
hubungan linier antara usi/ al-figh dengan magéasid al-syari’ah yang telah menjadi sebuah
disiplin ilmu, tetapi di sisi lain, menurut penulis bukanlah gagasan baru, yakni gagasan lama
yang memang sudah menjadi sebuah konstruksi ilmu yang perlu dikembangkan di era
kontemporer ini.

Ibn ‘Asyir juga mengkritisi tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Menurutnya, hal itu terjadi karena fanatik terhadap mazhab (al-ta ‘assub li al-mazahib) dan
taklid yang berlebihan. Meminjam istilah Yisuf Husien “fanatik buta dan taklid negatif (al-
ta’assub al-a’'ma wa al-taglid al-salabi)”.?®> Sikap para ulama seperti inilah yang
menyebabkan kemunduran figh beserta perbedaan-perbedaannya. Taha Jabir al-‘Alwani
dalam mukaddimah karya ar-Raistini Nazariyyah al-Maqasid ‘Ind al-Imam asy-Syatibi
mengatakan,sungguh telah datang seorang ulama besar, Syekh Muhammad at-Tahir ibn
‘Asyfr ketika masa dalam keadaan dekat dengan kejumudan dan melemahkan pada
kehidupan dan perbuatan, yang demikian itu berimplikasi pada hilangnya rih al-magasid
dan nazariyyah al-magasid. la mengemukakan sebab-sebab kemunduran dan ketertinggalan
hukum Islam (figh) di antaranya dengan membiarkan pemikiran tentang magasid asy-
syari’ah dari hukum-hukumnya. Dengan membiarkan al-magésid itu menjadi sebab
kejumudan yang besar bagi para ulama dan hilangnya hukum-hukum yang bermanfaat, serta
memunculkan masalah cara-cara tertentu (al-hiyal) yang lebih disukai oleh para ulama

antara sedikit dan banyaknya.?*

2L Asy-Syatibt, al-Muwafagat, Juz ke 3, h. 4.

2 Tbn “Asytr, Magasid al-Syari’ah, h. 4..

B Yusuf Husien, ‘Ind al-Imam Muhammad at-Tahir, h. 53.
2 Ahmad al-Raisiini, Nazariyyah al-Maqgasid, h. 13.
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Sehubungan dengan gagasan dan pemikiran Ibn‘Asyar di atas, kemudian ia
menjadikan pembahasan maqasid asy-syari’ah dalam karyanya membagi kepada tiga
bagian: Pertama, tentang penetapan al-magasid dan pentingnya bagi ahli figh untuk
mengetahuinya, cara-cara penetapan, dan tingkatan-tingkatannya. Kedua, tentang al-
maqgasid at-tasyri’ al-’ammah. Ketiga, tentang al-magésid al-khassah dengan macam-
macam mu’amalah yang diungkapkannya, yakni dalam bab-bab figh mu’amalah.®

Bagian pertama, Ibn ‘Asylr mengemukakan beberapa bahasan: (1) Pentingnya
menetapkan magésid asy-syari’ah. (2) Pentingnya seorang ahli figh mengetahui magasid
al-sydri’ah. (3) Cara penetapan maqgasid al-sydri’ah. Menurut Ibn ‘Asyir terdapat tiga cara:
Cara pertama, terdapat dua macam penelitian (al-istigra’): (a) Meneliti hukum-hukum
syara’ untuk mengetahui ‘illah-’illah yang ditetapkan dengan cara pencarian ‘illah, karena
dengan meneliti ‘illah akan menghasilkan ilmu maqgasid asy-syari’ahdengan mudah. (b)
Meneliti dalil-dalil hukum yang terdapat kesamaan pada °‘i//adh dengan menghasilkan
keyakinan bahwa ‘i//dh itu yang dimaksudkan oleh asy- Syari’. (4) Peringkat magésid al-
syari’ah. (5) Hukum-hukum syara’ itu ada yang dikaitkan dengan tujuan yang mendorong
Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia (al-za ’/il), dan ada
yang tidak dikaitkan dengan at-za /il tersebut.

Bagian kedua, tentang magasid al-sydri’ah al- ‘Gmmah, yang dalam buku Ibn ‘Asytr
disebut dengan maqasid al-tasyri’ al-’ammah, yang mencakup semua aspek syari’at.
Menurutnya, magéasid al-syar Tyyah dilihat dari sifat yang mengikatnya dibedakan pada dua
macam, yaitu ada yang bermakna substantif (hagigah), dan ada yang bermakna tradisi umum
(‘urfiyyah ‘ammabh).

Bagian ketiga, tentang magasid al-kzassah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-
bab syari’at yang ada. Seperti magasid al-syari’ah pada bidang ekonomi (al-mu amalat),
pada bidang keluarga (akkam al-‘a’ilah), dalam mentasarrufkan harta (at-tasarrufat al-
maliyah), dalam bidang derma (at-tabarru’at), pada bidang keputusan-keputusan peradilan
(ahkamal-qada’), pada bidang mensegerakan menyampaikan hak-hak kepada penerima hak,

dan magasid pada bidang sanksi hukum (al- ‘ugibat).?®

2 Ibn ‘Asyir, Maqgasid al-Syari’ah, h. 8.
1hid., h. 141-205.

19



. B El-lzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2, No. 2, 2021
Vil ) il MAIMUN, AHMAD FAUZAN: Konsep Magasid Al-Syari’ah Tbn ‘Asyiir ISSN-E 2746-0126

Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer

3. Kontribusi Ibn ‘Asyvr dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam
Kontemporer
a. Masalah Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan pernikahan yang proses pelaksanaannya sengaja
disembunyikan dan dirahasikan dari publik karena berbagai argumentasi dan biasanya
hanya dihadiri oleh kalangan terbatas dan tidak dipublikasian secara terbuka melalui
resepsi. Praktik nikah sirri di Indonesia saat ini terdapat tiga model nikah sirri yang
dilakukan masyarakat: Pertama, pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita
yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah namun
tidak dicatatkan dan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, serta tidak
dumumkan dalam suatu resepsi walimah al-urus. Kedua, pernikahan antara seorang pria
dengan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut Undang-undang, keduanya
masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon
suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih
memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Ketiga, pernikahan
seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut Undang-undang
tetapi mereka sengaja melaksanakan pernikahan secara sirri, tidak dicatatkan di Kantor
Urusan Agama.?’ Dari ketiga model pernikahan tersebut, maka pernikahan sirri model
terakhir yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan magasid asy-syari’ah dapat ditegaskan bahwa kelompok pendapat
yang mengatakan pencatatan nikah berada di luar hukum Islam dan tidak diperlukan
dalam pernikahan berargumentasikan pada pemahaman tekstualitas al-Qur’an dan
sunnah yang tidak tegas memerintahkannya dan di masa Rasulullah belum diperlukan
untuk dilakukan pencatatan nikah. Pandangan demikian ini tidak salah jika berdasarkan
pada praktik nikah di masa Rasulullah Saw. Karena pada masa itu pencatatan nikah belum
dibutuhkan, tradisi dan budaya tulis baca belum berkembang dan kasus-kasus hukum
keluarga yang terjadi pun tidak sekompleks di era modern. Sedangkan kelompok

pendapat yang menyatakan bahwa pencatatan nikah itu suatu keharusan yang mesti

2Jasmani Muzajin, Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini, Makalah,
tidak diterbitkan, h. 2.

20



. B El-lzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2, No. 2, 2021
Vil ) il MAIMUN, AHMAD FAUZAN: Konsep Magasid Al-Syari’ah Tbn ‘Asyiir ISSN-E 2746-0126

Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer

dilakukan di era kontemporer. Substansinya adalah untuk menegakkan Kketertiban
administratif pernikahan bagi masyarakat, keadilan dan kepastian hukum. Pendapat
kelompok kedua ini terlihat lebih logik dan kontekstual dalam memahami teks-teks al-
Qur’an dan sunnah. Sekalipun secara tersurat kedua dalil hukum tersebut tidak
menegaskan perintah pencatatan nikah, tetapi berdasarkan maqasid asy-syari’ah
merupakan suatu keharusan bagi setiap pasangan suami isteri yang telah melakukan akad
nikah agar dicatatkan di lembaga pencatatan nikah. Karena dalam implementasinya
memelihara keturunan (hifz an-nasl) dan kehormatan (hifz al- ird) dalam sebuah rumah
tangga adalah suatu kewajiban.

Pernikahan sirri memiliki dampak positif, negatif serta dampak sosial. Dalam
konteks ad-dariariyat al-khams, sulit pasangan suami isteri secara sirri dapat mewujudkan
memelihara agama, jiwa dan keturunan dengan baik. Secara daririyat, memelihara
keturunan itu wajib bagi setiap umat Islam, karena itu disyari’atkan pernikahan, dan
dilarang perzinaan. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan zina kemudian
lahir seorang anak dari perzinaan itu, maka anak tersebut dalam hukum Islam disebut
dengan anak zina,?® dan nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki
yang menizinahinya.?® Demikian juga memelihara harta dalam penggunaan tidak boleh
dengan cara menghambur-hamburkan, boros dan berlebihan, sehingga akan berakibat
jatuh pada kemiskinan. Sementara mereka pernikahan sirri yang dilakukannya tidak
tercatat pada lembaga tersebut. Oleh sebab itu, pencatatan nikah menjadi wajib
hukumnya, berdasarkan kaidah fikih:

-0 80 &8 s 0 - o Zo o Lo . -
Daoliall WS Blo s ablu gy ) 220l Y]
“Perintah pada sesuatu berarti perintah juga atas wasilahnya, dan bagi wasilah

itu hukumnya sama dengan (sesuatu) yang dimaksud .

Kaidah lain menyebutkan:

Y aitu anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau
anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Lihat, D.Y. Witanto, Hukum Keluarga, h. 79.

2Adnan bin Muhammad bin “Atiq al-Daqilani, “Nasab walad az-Zani” dalam al- ‘Adalah, Majallat Fasliyah
‘Amaliyah Muhakkamah Ta’ni Bisyu’un al-Figh wa al-Qada’ Tasdur ‘an Wazarah al-‘Adl bi al-Mamlakah al-
‘Arabiyyah al-Su’udiyyah, (Riyad: Idarah at-Tahrir bi al-Majallah, t.t.), h. 126-127.

30¢Abd al-Hamid Hakim, al-Bayan, h. 27.
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“Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (melakukan perbuatan

lain yang mubah) maka hal itu menjadi wajib pula”.

Selanjutnya, agar memelihara agama terwujud dengan baik, maka akal harus
dipelihara dan diselamatkan dari mengkonsumsi NARKOBA, seperti alkohol, heroin,
morfin, ekstasi, sabu-sabu, pil koplo, ganja, dan lain-lain.*? Jika hal ini terjadi dan dialami
oleh isteri dan anak-anaknya, maka akan berakibat vatal. Secara psikologis bisa saja isteri
stres, patah hati, dan gangguan jiwa yang berkepanjangan. Kondisi ini terjadi tidak lain
sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan secara sirri. Oleh karena demikian,
berdasarkan magqasid asy-syari’ah, nikah sirri adalah haram hukumnya. Kaidah fikih

menyebutkan:

L2 - 0 - 2 &0 B0 0
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“Apabila antara yang haram dan yang halal berkumpul, maka dimenangkan yang

haram”.

Demikian juga hifz al- ird merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh
setiap muslim. Untuk itu, tindakan mencemarkan nama baik dan kehormatan (meng-
gazaf) akan dikenakan sanksi berat (Q.S. an-Nur (24), ayat 4). Dengan demikian,
berdasarkan maqasid asy-syari’ah, nikah sirri adalah haram hukumnya, karena
mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Sebagai solusi antisipasinya adalah
“Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, dan apabila
terjadi pertentangan antara mafsadat dan maslahat maka yang didahulukan adalah

menolak yang mafsadat” 3*

SLAI-Burnii, al-Wajiz fi ldah Qawé’id al-Figh al-Kulliyyah (Bairut: Mu’assasah ar-Risalah, 1404 H/1983 M), h.
269.

%2Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, (Jakarta: PT
Al-Mawardi Prima, 2003), h. 191.

BAl-Suyiti, al-Asybah, h. 74.

3 bid., h. 62.
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b. Masalah Hak Waris bagi Ahli Waris Beda Agama

Secara historis, sistem pembagian waris telah ada sebelum datang agama Islam,
yakni di masa pra Islam (Arab jahiliyah) pembagian waris telah dilaksanakan dalam
kehidupan keluarga yang bersifat patrilinial, di mana bapak menjadi poros tali
kekerabatan dalam keluarga dengan semua anak keturunannya, dan saudara-saudaranya
dari keluarga bapak. Sedangkan ibu dan semua garis kekerabatannya dianggap berada di
luar garis kekerabatan bapak. Doktrin kekeluargaan demikian tidak saja berimplikasi pada
struktur sosial yang berkembang, tetapi juga sangat berimplikasi pada sistem pembagian
waris. Pasca kematian pewaris, maka pihak keluarga bapak yang berhak mengambil alih
semua harta peninggalannya, dan pihak keluarga dari ibu tidak mempunyai hak untuk
mewarisinya. Karena dalam tradisi masyarakat Arab, wanita harus tunduk pada tradisi
perkawinan dan suamilah yang berkuasa.®

Setelah datang Islam, sistem pembagian waris yang berjalan dalam kekerabatan
masyarakat Arab tersebut, dikritik dan direkonstruksi disesuaikan dengan kearifan lokal
(local wisdom) masyarakat Arab, sehingga pihak perempuan diberikan hak untuk
mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Q.S. an-Nisa’ (4): 7. Ayat ini
sebagai bentuk akomodatif dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal waris,
khususnya perempuan sehingga pada prinsipnya kedudukan perempuan dalam sistem
kewarisan mendapatkan bagian dari harta peninggalan, meskipun belum sepenuhnya
sama sebagaimana bagian laki-laki (2:1). Selanjutnya turun pula ayat 11, 12 dan 176 surat
an-Nisa’.%® yang masih berkaitan dengan sistem pembagian waris.

Beberapa ayat tersebut substansinya menegaskan kepada umat manusia, bahwa
Islam datang telah mengakomodasi hak-hak perempuan untuk mendapatkan warisan, dan
sekaligus mensyari’atkan sistem pembagian waris dengan rinci. Bagi orang-orang yang
tidak mendapatkan bagian waris, Islam telah menganjurkan dan bahkan mengharuskan
kepada al-muwarris untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada al-

qarabah. Atau dalam bentuk lain seperti hibah. Dimaksudkan dengan al-garabah di sini

%philip K. Hitti, Dunia Arab Sejarah Ringkas, diterjemahkan oleh Usuluddin Hutagalung dan O.D.P.
Sihombing (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, t.t.), h. 23.

3L ihat dan baca ayat-ayat dimaksud dalam Muhammad Ali al-Sabtini, Rawa i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam
min al-Qur’an (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 1, h. 436.
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dalam pengertian anak kandung yang beda agama, atau bapak dan ibu kandung yang
kebetulan juga berbeda agama yang dianutnya. Posisi al-garabah yang demikian ini
dalam konsepsi Islam mereka tidak mendapatkan hak waris dari al-muwarris, karena ada
hadis Nabi s.a.w. yang kualitasnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari

Usamah bin Zaid menegaskan:

o fo - s 0 s s s 0 P -
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“Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: seorang muslim tidak boleh berwaris kepada
orang kafir, dan (sebaliknya pula) orang kafir tidak boleh berwaris kepada orang
muslim.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut kaitan dengan posisi al-garabah sebagai ahli
waris menimbulkan beberapa persoalan, di satu sisi anak perempuan mendapatkan hak
waris tidak sama dengan anak laki-laki (2:1) sehingga kesetaraan gender dalam konteks
ini masih tetap berbeda, dan di sisi lain bagi ahli waris beda agama tidak mendapatkan
hak waris sehingga rasa keadilan dan kemanusian tidak terwujud dengan senyatanya.
Oleh karena demikian, berdasarkan magasid asy-syari’ah perlu diketahui rahasia hukum
dibalik syari’at Allah yang demikian itu dan pemahaman para ulama dalam menetapkan
hukum di balik syari’at Allah (teks) tersebut.

Permasalahan pertama, formula bagian laki-laki 2:1. Pemahaman secara literal
para ulama terhadap konsep Q.S. an-Nisa’ (4): 11 “li az-zzakar misl hazz al-unsayain”
dan pelaksanaannya dalam sstem kewarisan, ternyata di era globalisasi dunia dan
kemajuan kaum hawa menyuarakan ‘“emansipasi wanita dan kesetaraan gender”
menimbulkan problem di masa kini, termasuk di Indonesia. Karena berdasarkan visi
penegakan hukum dan HAM, serta tuntutan gerakan “emansipasi wanita” formula
tersebut dipandang tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan era modern.
Sementara eksistensi Islam dan ajarannya sering disuarakan oleh kaum reformis bahwa
ajaran Islam salih likulli zaman wa makan. Problem ini tentunya perlu dibuktikan secara

konkret dan rasional di mata dunia Internasional, dan masyarakat bangsa Indonesia.

37 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke 4, h. 2704. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 3, h. 1233.
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Pada tahun 1985-an, di Indonesia menggelinding gagasan Munawir Syadzali
(kapasitasnya sebagai Menteri Agama RI) tentang reaktualisasi ajaran Islam, yang
mempertanyakan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.
Menurut pengamatannya, banyak orang dalam masyarakat Islam yang dikenal kuat dalam
keberagamaannya sekalipun — bahkan di kalangan ulama sendiri - tidak lagi
mengamalkan tuntunan itu. Menurutnya, supaya dalam pembagian waris umat Islam
Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan (1:1).
Sebagai argumentasi yang melandasi gagasannya, ia mengemukakan empat ayat tentang
perbudakan (Q.S. an-Nisa’: 3, al-Mu’mintn: 6, al-Ahzab: 52 dan al-Ma’arij: 30) yang di
era kontemporer telah ditolak oleh mayoritas ulama, meskipun al-Qur’an masih
menyebutkan eksistensinya.3® Inti persoalan dari gagasannya ini bahwa sistem pembagian
waris dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan struktur sosial
dan tuntutan kehendak zaman era modern. Hal ini bukan berarti dalam pelaksanaannya
merubah teks al-Qur’an dan sunnah yang sudah baku (qaz i al-subiit wa qat’i al-dalalah),
tetapi menyesuaikan dari segi pemahaman, menginterpretasikan, merekonstruksi
ketetapan hukum yang telah ada disesuaikan dengan sitausi dan kondisi zaman yang ada.
Ibn al-Qayyim (w. 751 H) dalam teori perubahan hukumnya menegaskan bahwa
“perubahan dan perbedaan fatwa dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat
(lingkungan), situasi, niat (tujuan), dan adat-istiadat”.>

Dalam konteks Indonesia, gagasan Munawir Syadzali (formula 1:1) di atas,
sebenarnya menggugat pelaksanaan pembagian waris yang tidak mencerminkan rasa
keadilan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dalam sistem kekerabatan yang
berkembang dan dianut oleh masyarakat Indonesia, telah dipraktikan oleh sebagian
mereka. Masyarakat Indonesia sistem kekerabatannya ada yang menganut sistem
patrilinial, matrilinial dan ada yang menganut sistem bilateral. Dalam konteks pembagian
waris, sistem yang pertama menerapkan bagian anak laki-laki lebih besar dari anak

perempuan (2:1), seperti terlihat dalam kekerabatan orang Lampung. Sedangkan sistem

38Lihat, Munawir Syadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof.
Dr. H. Munawir Syadzali, MA (Jakarta: Penerbit Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) bekerjasama dengan
Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 87-94.

39Syams ad-Din bin ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim aj-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an
Rabb al- ‘Alamin (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 483.
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yang kedua, anak perempuan mendapatkan bagian lebih besar dari anak laki-laki (2:1),
seperti di Sumatera Barat. Adapun sistem yang ketiga bahwa anak laki-laki dan
perempuan mendapatkan bagian yang sama (1:1 atau 2:2 dan seterusnya), seperti pada
umumnya dalam kekerabatan orang jawa.

Dari praktik kekerabatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tektualis al-
Qur’an, sistem pembagian waris tetap berpedoman pada formula 2:1 yang telah
dibakukan oleh para ulama konvensional. Tetapi dalam implementasinya di era modern
mesti disesuaikan dan mengikuti sistem sosial dan kekerabatan yang berkembang di
masyarakat. Bahkan kearifan lokal yang telah mentradisi dalam pembagian waris di
masing-masing sistem kekerabatan tersebut harus diakomodir dan menjadi pertimbangan
penetapannya. Sesuai dengan kaidah fikih: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai
hukum”.*° Kaidah lain menyebutkan bahwa, “Semua yang datang dari syara’ itu bersifat
mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka
semua itu dikembalikan pada ‘urf>.**

Dua kaidah tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris yang dilaksanakan
dengan berbasis kearifan lokal itu dibenarkan oleh syara’, karena demikian itu secara
maqasid asy-syari’ah merupakan manifestasi dari nas al-Qur’an. Inilah perbedaan secara
substansial hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingakatan-
tingkatan yang telah ditetapkan Allah pada ayat-ayat tersebut di atas, sekalgus gambaran
keadilan dalam konsep Islam. Tetapi berdasarkan maqgasid asy-syari’ah, ahli waris
perempuan telah diakomodir dan mendapatkan bagian dari harta warisan al-muwarris.

Permasalahan kedua, hak waris ahli waris beda agama. Di kalangan mayoritas
ulama (fuqaha’ dan mufassirin) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat
menghalangi hak waris (mawani’ al-irs).*? Tetapi Ahmad bin Hanbal berpendapat orang
kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan sebaliknya disebabkan al-wala’, mereka

yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan

40Al-Suyti, al-Asybah, h. 63. Ibn Nujaim, al-Asybah, h. 93.

4LAl-Asnawi, at-Tamhid fi Takhrij al-Furs’ ‘ala al-Usal , editor Muhammad Hasan Hitd (Bairut: Mu’assasah
ar-Risalah, 1401 H/1980 M), Cet. Ke 2, h. 230. Al-Burnd, al-Wajiz, h. 183.

“2Muhammad Muhyi ad-Din ‘Abd al-Hamid, 4hkam al-Mawarisfi asy-Syari’ah al-Islamivyah ‘ala al-Mazahib
al-A’immah al-Arba’ah (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H/1984 M), Cet. ke 1, h. 50.
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kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan.** Sementara Mu’az bin
Jabal, Mu’awiyah bin Abi Sofyan dan Sa’id bin al-Musayyab berpendapat bahwa orang
muslim dapat mewarisi harta orang Kafir, tetapi tidak sebaliknya.** Pendapat mereka ini
berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan Abti Dawud dan disahihkan
oleh al-Hakim dari Mu’az, dia berkata: Aku mendengar Nabi Saw. bersabda: Islam itu
lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang
tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan giyas, mereka mengatakan bahwa
orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak diperbolehkan
sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta rampasan orang kafir.
Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti
diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.*

Sedangkan mayoritas ulama berargumentasikan pada hadis Nabi Saw. yang
diriwayatkan oleh banyak perawi dari Usamah bin Zaid, beliau bersabda: Seorang muslim
tidak boleh berwaris kepada orang kafir, dan (sebaliknya) orang kafir tidak boleh
berwaris kepada orang muslim.*® Menurut mereka hadis ini menunjukkan umum, tidak
dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, kondisi apapun dan tidak ada dalil yang
mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka memahami bahwa dalalah ‘amm selama
tidak ada dalil yang mentakhsis satuan-satuannya, maka lafaz ‘amm tersebut
menunjukkan gat’i. Kalaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal
itu tergantung kepada takhsis (qasr al- ‘amm-nya); Jika gasr al-‘amm tidak mempunyai
implikasi terhadap kehujjahan ‘@mm, maka dalalah sisa satuan yang di-takhsis adalah
gat’i. Sebaliknya, jika gasr al- ‘amm-nya mempunyai implikasi yang signifikan, maka
dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah zanni.*” Mereka juga dalam konteks ini tidak
menggunakan giyas, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu
tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan giyas
seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan orang muslim boleh mewarisi

harta orang kafir. Adapun argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui dengan jelas.

SIbid.,h. 51.

“Ibid., h. 52.

4 Al-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 98.

4|mam Bukhari, Sahih al-Bukhari, h.2704. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 3, h. 1233.
47Zaky al-Din Sya’ban, Usil al-Figh al-Islami (Mesir: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1964), h. 330.
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Hanya saja menurut penulis pandangan Ahmad ini lebih dekat pada pendapat Mu’az bin
Jabal, dan ulama-ulama yang lain yang membolehkan orang kafir mewarisi tirkah orang
muslim, dan sebaliknya.

Dari paparan pendat tersebut di atas, jelaslah bahwa mayoritas ulama melarang
orang muslim berwaris kepada orang kafir atau sebaliknya. Tetapi, jika dilihat dari segi
akar sejarah bahwa pelarangan Rasulullah kepada ahli waris yang beda agama menerima
waris dari pewaris itu sesungguhnya sebagai strategi politik yang dilatarbelakangi oleh
pernah terjadi kasus pengkhianatan beberapa orang muslim di saat kondisi perang
melawan musuh dan bahkan membelot bergabung kepada mereka (non muslim), sehingga
sekelompok muslim ini dijadikan tameng (pioner) oleh pihak musuh, dan sangat
berbahaya bagi kekuatan tentara perang muslim dalam mempertahankan kekuasaan
pemerintahan Islam dan keutuhan persatuan umat Islam.

Dalam konteks siyasah al-syar’iyyah, doktrin pelarangan Rasulullah tersebut
ternyata sangat berimplikasi bagi pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 172 ditegaskan bahwa “ahli waris dipandang
beragama Islam diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau
kesaksian”. Meskipun demikian, bagi anggota ahli waris yang non muslim masih terdapat
celah dan ruang untuk mendapatkan bagian waris, yaitu dengan melalui wasiat wajibah.
Penetapan wasiat wajibah ini adalah pengadilan, karena pewaris sendiri memang tidak
menetapkan wasiat langsung sebelum meninggal dunia.

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, wasiat wajibah
ditetapkan bukan untuk ahli waris non muslim, tetapi untuk anak angkat dan orang tua
angkat, sebagaimana dinyatakan dalam KHI pasal 209 (1) bahwa “harta peninggalan anak
angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 di atas, sedangkan terhadap
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya”. Penetapan wasiat wajibah tersebut, jika dipahami secara tekstual, maka
konsep wasiat wajibah tidak boleh diterapkan untuk selain anak angkat dan orang tua

angkat. Tetapi, jika dipahami dan dimaknai secara kontekstual dengan pendekatan giyas,
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maka wasiat wajibah dapat diterapkan untuk pemberian hak waris bagi ahli waris non
muslim yang bagiannya maksimal sepertiga (1/3) dari bagian ahli waris lain yang muslim.

Penetapan bagian ahli waris non muslim tersebut, berdasarkan magasid asy-
syari’ah dengan hifz al-nasl dan hifz al-mal, maka dapat mendatangkan kemaslahatan
bagi ahli waris beda agama, dan menolak kemudaratan dari hal-hal yang tidak diinginkan
terjadi dalam kehidupan keluarga ahli waris. Dalam konteks ini pendapat Ibn Hazm dan
‘Abd al-Wahhab Khallaf dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada al-
muwarris untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan
karena beda agama. Penerapan maslahat yang berbasis magqasid asy-syari’ah, bahkan
maslahat mulgah sekalipun jika dalam konteks ini kondisi menghendakinya, maka dapat
diterapkan untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu semua ahli waris yang beda agama akan
sama-sama mendapatkan hak warisnya, di samping keutuhan keluarga dengan tetap saling
menghargai dan menghormati serta toleran. Penerapan maslahat berbasis magasid asy-
syari’ah yang disebutkan terakhir, di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama telah
dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal
4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak
waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan ¢ yang
menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan
diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September
1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non
muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim.*®
Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan nas (al-Bagarah: 180
dan hadis), tetapi maslahat mulgah menghendaki demikian; Yakni substansi magdasid-nya
adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling
menghargai, menghormati, mengakomodasi adanya realitas sosial masyarakat Indonesia
yang pluralis yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama dan kemaslahatan

untuk memenuhi rasa keadilan.

48 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255.
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Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini,
berdasarkan magqasid al-syari’ah pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama
dengan melalui wasiat wajibah dipandang masih relevan, sesuai dengan prinsip dan
tujuan hukum, serta perubahan hukum yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
zaman, sejalan dengan kaidah fikih: “Hukum dibangun atas dasar kepentingan
kemaslahatan”.*® dan “Perubahan hukum terjadi karena perubahan tempat, waktu, dan
keadaan”.°

c. Masalah Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf

Berdasarkan maqasid asy-syari’ah dalam hal ini merealisir hifz al-mal, bahwa tata
aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut dapat diwujudkan
dengan baik apabila dilakukan rekonstruksi terhadap hal-hal sebagai berikut: Pertama,
perlu merubah paradigma pemahaman terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis atau pada
doktrin fikih wakaf klasik disesuaikan dengan pemahaman secara kontekstual, fleksibel,
dan futuristic (berorientasi ke masa depan). Sehingga pemahaman bahwa harta benda
wakaf tidak boleh dijual, ditukarkan, dan diberdayakan sudah saatnya untuk direformulasi
kembali direlevansikan dengan kebutuhan era kontemporer. Karena pengelolaan wakaf
yang selama ini dengan apa adanya tidak berkembang dan tidak tepat sasaran sesuai yang
diinginkan oleh waqif. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pengembangan perlu ditingkatkan
dengan menggunakan sistem manajemen pengelolaan modern, dikelola dan
dikembangkan secara produktif profesional.

Kedua, dalam pembaruan fikih wakaf, ijtihad intiga’i*! dapat dikembangkan dan
sekaligus menjadi acuan ketika dihadapkan dalam berbagai pendapat ulama dengan cara
memilih pendapat yang dipandang masih relevan dengan era kontemporer. Dalam
konteks ini, seperti telah dikemukakan di atas bahwa pendapat mazhab Hanafi dan
Hanbali dipandang lebih luwes dan relevan dengan kebutuhan era kontemporer yang

membolehkan menukar atau menjual harta benda wakaf yang sudah rusak atau tidak

49 Subhi Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam Mugaddimah fi Dirasah al\-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala
Dau’ Mazahibiha wa Dau’ al-Qawanin al-Hadisah (Bairut: Maktabah al-Kasysyaf, 1946), h. 198.

S0Al-Burnii, al-Wajiz, h. 182.

SlAdalah ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat ulama yang
terdokumentasikan dalam fikih klasik, yang sarat dengan fatwa atau keputusan hukum. Lihat, Ybsuf al-Qaradawi, Al-
ljtinad fi asy-Syari’ah al-1slamiyyah ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-ljtihad al-Mu ‘asir, alih bahasa Achmad Syathari
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150.
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memiliki nilai manfaat lagi. Karena, berdasarkan maqasid bahwa substansi harta benda
wakaf terletak pada nilai manfaatnya untuk kepentingan umum dibandingkan dengan
hanya menjaga harta-harta benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan yang nyata.
Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi’i dipandang tidak fleksibel dan
kontekstual dengan kebutuhan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Mereka tidak
membolehkan menukar atau menjual harta benda wakaf yang sudah rusak atau tidak
memiliki nilai manfaat lagi. Karena, mereka lebih menekankan pada pentingnya
keabadian harta benda wakaf, meskipun sudah rusak parah dan usang. Pandangan para
ulama yang disebutkan terakhir ini bukan berarti tidak kuat, tetapi untuk era kontemporer
tidak kontekstual lagi dibandingkan dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali.
Berdasarkan maqasid al-syari’ah dari segi daroriyyat dan hajiyyat, Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam realisasinya harus disesuaikan dengan
kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. (1) Dalam rangka hifz ad-din, hasil dari
pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf boleh disalurkan untuk membangun
sarana ibadah yang rusak berat akibat gempa seperti yang terjadi di Lombok, Nusa
Tenggara Barat (NTB),* di Palu Sulawesi Tengah, termasuk lembaga pendidikan yang
rusak. Di samping itu, sebagian harta benda wakaf boleh digunakan untuk kepentingan
kegiatan ibadah seperti do’a bersama (istigasah) masyarakat Lombok. (2) Harta benda
wakaf boleh disalurkan untuk kegiatan pendidikan dan keharusan memelihara kesehatan,
pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, pelatihan pengelolaan keuangan
berbasis syari’ah dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan umat Islam sebagai implementasi dari hifz al- ‘ag/ dan hifz al-nafs. Karena
Islam mengajarkan bahwa Allah mencintai orang Islam yang kuat, sehat dan tidak
disenangi orang-orang Islam yang lemah iman, ilmu dan ekonominya. (3) Hasil
pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf boleh didistribusikan untuk
membantu warga masyarakat yang terkategori fakir, miskin, anak-anak terlantar dan
anak-anak yatim piatu sebagai manifestasi dan realisasi dari hifz al-nasl dan hifz al-mal.

Seperti membantu pengobatan orang fakir dan miskin yang sakit, putus sekolah karena

52 Gempa bumi berkekuatan 7 skala richter terjadi pada hari Minggu, pkl. 18.46 WIB di Lombok, Nusa
Tenggara Barat (NTB). Peristiwa ini menewaskan 105 orang, 236 luka-luka dan 2.700 turis dievakuasi. Lihat, Tribun
Lampung, tgl. 6-9 Agustus 2018, No. 3279-3281 Tahun X, h. 1 dan 5.
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tidak mampu membayar Sumbangan Proses Pembelajaran (SPP), memberikan batuan
kepada pelajar pintar yang orang tuanya berekonomi lemah (bea siswa) dan lain-lain. (4)
Hasil pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf boleh digunakan untuk
mengadvokasi orang-orang yang tereksploitasi dan membebaskan orang-orang yang
disandra karena kejahatan kemanusiaan. Demikian ini sebagai manifestasi dari hifz al-
‘ird. Semua realisasi daroriyyat dan hajiyyat dalam konteks pendistribusian dana wakaf
tersebut tidak lain magasid-nya adalah untuk kemaslahatan meningkatkan kesejahteraan
umat. Karena demikian ini merupakan tujuan syari’at itu sendiri.

Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejatinya harus belajar dan
berbuat banyak seperti negara-negara di dunia Islam, seperti mendirikan hotel wakaf di
33 Propinsi, mendirikan gedung apartemen, gedung pertemuan bertaraf nasional dan
internasional. Gagasan dan pemikiran ini sebenarnya telah diwacanakan oleh Ketua BWI
(Tolhah Hasan) dengan mengatakan bahwa peran dan fungsi wakaf sebagai instrumen
pengembangan ekonomi umat sangat besar manfaatnya. Tapi pengembangan wakaf
produktif di Indonesia kurang dimaksimalkan dengan benar. Akibatnya pengembangan
dana wakaf masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia
Tenggara.>®

Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa sekarang ini sedang memasuki
periodesasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keummatan
dengan dukungan penuh, yaitu UU No. 41/2004 tentang Wakaf, peran UU Otonomi
Daerah, peran Perda, kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya.>*
Maka Indonesia mau tidak mau harus belajar ke negara-negara muslim modern yang
sudah maju pengelolaan dan pemberdayaan wakafnya, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi,
dan Malaysia. Sebagai perbandingan, Antonio kemukakan bahwa di sekitar Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi saat ini yang notabene dulu adalah tanah wakaf, terdapat
beberapa tempat-tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat, seperti hotel,

restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan, dan lain sebagainya.*

31bid.
> Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf ..., h. vii.
S1bid.
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Berdasarkan fakta pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan harta wakaf di
Asia Tenggara, di Timur Tengah, dan di Indonesia sendiri ternyata Indonesia dalam
konteks ini sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk wakaf
tunai maupun wakaf produktif. Karena itu, secara magasid al-syari’ah, pengelolaan dan
pendayagunaan harta benda wakaf sangat dianjuran agar tujuan meningkatkan ekonomi
umat dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan terutama bagi kaum
mustad ‘afin dapat diwujudkan dengan baik dalam kehidupan nyata. Sejalan dengan
kaidah maqgasid bahwa “tujuan (al-magasid) harus didahulukan daripada sarana (al-

wasa ’il) ”.%®

C. PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian pembahasan tersebut di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Tbn ‘Asyvr adalah seorang cendikiawan muslim yang ulama, produktif dalam menuliskan
gagasan dan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah, baik yang diterbitkan oleh
para penerbit, dan yang tidak diterbitkan.

2. Di antara karya yang diterbitkan oleh penerbit Dar Sakhnon, Tunisia adalah Magasid al-
Syari’ah al-Islamiyyah. Dalam buku ini, gagasan dan tawaran pemikiran metodologinya
terlihat di antaranya bahwa: (a) magqasid al-syari’ah perlu dikeluarkan dari sub bahasan ilmu
usol al-figh, dan diposisikan menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri; (b) llmu magasid al-
syari’ah tidak saja berkutat pembahasannya dalam problem al-kulliyyah-al-juz iyyah
tekstualitas nass al-Qur’an dan hadis yang penekanannya pada perlindungan (protection)
dan pelestarian (preservation), tetapi perlu dikembangkan secara filosofis yang didasarkan
pada prinsip-prinsip umum syari’ah; (¢) magasid al-syari’ah dalam konteks pemikiran
hukum Islam (al-figh) perlu didasarkan pada pendekatan holistik, sehingga menjamah semua
problematika kasus hukum Islam.

3. Di antara pengembangan magqasid yang Ibn ‘Asyvor tawarkan, ia klasifikasin menjadi tiga

bagian, yaitu: Magasid al-tasyri’ al-‘ammah, maqasid al-tasyri’ al-khassah, dan magasid

% Lihat, Mustafa Zaid, al-Maslahah, h. 238.
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al-tasyri’ al-juz’iyyah. Dari konstruk dan rekonstruksi ini, maka ia dikenal sebagai bapak
magasid kontemporer setelah al-Syatibi.

4. Tbn ‘Asyvr dari gagasan dan tawaran-tawaran pemikiran hukum Islam dan metodologinya
ternyata memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam konteks tulisan ini dalam bidang

hukum keluarga (ahkam al- ‘a’ilah).
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